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ABSTRACT 
Krisda Megaraya Batara (B111 10 139). Existence Convention On 
International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) to Protection rare animals In Handles of Free Trade in the 
International Level. Guided by Mr.Juajir Sumardi and Mrs.Tri Fenny 
Widayanti. 
This research aims to find out how the effectiveness of the 
convention on international trade in endangered species of wild fauna and 
flora (CITES) to  protection rare animals of free trade in the international 
level.This research was conducted with methods of literature research or 
through the study of literature which is also coupled to then interview 
method with various parties who are competent in the writing of this thesis. 
The results obtained from this study are as follows: (1)The World 
Conservation Union (IUCN Red Data List 2007) classifies the Borneo 
orangutan as Endangered, while its relative in Sumatra has been 
classified as Critically Endangered. Although it has been protected at the 
national and international level, but the trade of orangutans still rampant 
because the law governing the protection of animals is not firm and public 
awareness and concern for the environment is still lacking (2) CITES have 
not been implemented to the fullest to support the protection of animals 
from free trade, but it must be recognized that there is a great opportunity 
to be able to implement CITES in Indonesian, including the involvement of 
non-governmental organizations. 
Based on the results of the research, the author formulates to 
supervision of the trade of endangered species and the enforcement of 
laws governing the trade of endangered species should be improved and 
wildlife traffickers should be given punishment according to the rule that 
the perpetrators are aware and no longer trade in endangered species 
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ABSTRAK 
 Krisda Megaraya Batara (B111 10 139). Eksistensi Convention On 
International Trade In Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora  
(CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani  
Perdagangan Bebas di Tingkat International. Dibimbing oleh  Juajir 
Sumardi dan Tri Fenny Widayanti. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas 
convention on international trade in endangered spesies of wild fauna and 
flora (CITES) terhadap perlindungan satwa langka dari perdagangan 
bebas di tingkat internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
“literature research” atau melalui studi literatur yang juga dirangkaikan 
dengan metode wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten dalam 
penulisan skripsi ini. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
The World Conservation Union (IUCN) mengklasifikasikan orangutan 
Borneo terancam punah, sementara orangutan Sumatera telah 
diklasifikasikan sebagai orangutan yang sangat terancam punah. Meski 
telah dilindungi di tingkat nasional dan internasional, namun perdagangan 
orangutan masih saja marak terjadi dikarenakan kurang tegasnya hukum 
yang mengatur mengenai perlindungan satwa dan kurangnya kesadaran 
dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan, (2) CITES 
belum dapat diimplementasikan secara maksimal untuk mendukung 
perlindungan satwa dari perdagangan bebas, namun harus diakui bahwa 
terdapat peluang yang besar untuk dapat mengimplementasikan CITES di 
Indonesia secara maksimal, diantaranya peningkatan keterlibatan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
 Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan agar 
pengawasan terhadap perdagangan satwa langka dan penegakan hukum 
yang mengatur tentang perdagangan satwa langka  harus di tingkatkan 
dan pelaku perdagangan satwa harus di berikan hukuman yang sesuai 
dengan aturan agar para pelaku sadar dan tidak lagi memperdagangkan 
satwa langka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia 
adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Setiap negara di 
bumi masing-masing memiliki keanekaragaman satwa, beberapa 
contohnya adalah komodo yang berasal dari Pulau Komodo, Indonesia, 
panda raksasa yang berasal dari Provinsi Shaanxi, Cina, wildebeest yang 
berasal dari Serengeti, Tanzania, beruang grizzly yang berasal dari 
Alaska, Amerika Serikat, dan kunang-kunang synchronous dari Selangor 
Malaysia.1 
 Sebagian masyarakat Internasional diberbagai negara sudah mulai 
menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai 
cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak 
melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. 
Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap 
pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Dalam sebuah 
laporan yang dirilis oleh Word Wildlife Found (WWF) Internasional hari 
Rabu tanggal 12 Desember 2012 mengingatkan bahwa perdagangan 
gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 
                                                             
     
1
 5 Binatang Langka Khas 5 Negara di Dunia diolah dari National Geographic diakses 
dari http://mizan.com/news_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.html [2 
November 2013, pukul 1.07 wita]. 
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miliar dollar AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup 
berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas 
pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. 
Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk 
menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan 
spesies terancam lainnya semakin mengalami kendala dalam mengatasi 
perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden Word Wildlife 
Fund (WWF), Carter Roberts mengatakan bahwa  upaya perlawanan ini 
hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi 
yang dimiliki oleh mereka.2 
 Selain beberapa contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, 
beberapa permasalahan lain yang terjadi terkait perlindungan satwa 
langka adalah terdapat 13 individu orangutan menjadi korban setelah 
terjebak disebuah hutan kawasan konsesi PT Tunas Agro Subur Kencana 
(TASK) 3 dan PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) yang beroperasi di 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Menurut pernyataan Centre for 
Orangutan Protection (COP), hutan yang menjadi habitat puluhan 
orangutan ini berukuran 200 x 1500 meter dan terpisah oleh sebuah parit 
besar. Saat ini kondisi tigabelas orangutan itu tidak bisa berpindah dari 
lokasi mereka dan masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang 
                                                             
     
2
 Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan 
Terorisme diakses dari http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatan-
perdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/ [Sabtu, 2 November 2013, 
pukul 19.18 wita]. 
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berwenang. Sumber makanan yang tersisa didalam kawasan hutan 
tersebut saat ini semakin terbatas dan dikhawatirkan terlambatnya 
bantuan dan penyelamatan akan membuat orangutan ini saling 
memperebutkan bahan makanan alami yang tersisa. Direktur Centre for 
Orangutan Protection (COP) Hardi Baktiantoro mengatakan dalam satu 
pohon, terdapat lima orangutan yang sedang memperebutkan bahan 
makanan alami yang tersisa. Sebagian dari hutan tersebut sudah habis 
terbakar dan dapat dipastikan yang tersisa tidak akan mampu 
menyediakan bahan makanan dan tempat tinggal yang memadai untuk 
orangutan tersebut sehingga mereka akan mati kelaparan. Pemindahan 
orangutan ke kawasan hutan yang lebih aman dan cukup bahan makanan 
harus dilakukan.3  
 Terlepas dari tindakan yang melanggar hukum untuk membunuh, 
menangkap, memelihara atau memperjualbelikan orangutan di Indonesia, 
masih banyak orangutan yang ditemui di rumah-rumah penduduk sebagai 
hewan peliharaan atau di pasar gelap perdagangan satwa liar. Masih 
banyak masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri yang mau 
membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan anak orangutan. 
Dalam beberapa kasus, mereka tidak menyadari bahwa dengan membeli 
anak orangutan berarti mereka meningkatkan  praktek perdagangan 
bebas ini dan memiliki peran yang besar dalam mengurangi jumlah 
populasi orangutan liar. Ketika anak orangutan ditangkap, tidak hanya 
                                                             
     
3
 13 Orangutan Terjebak Diantara Perkebunan Sawit  diakses dari      
http://www.mongabay.co.id/2013/11/05/13-orangutan-terjebak-diantara-perkebunan-
sawit/ [12 Desember 2013, pukul 7.34 wita]. 
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anak orangutan yang menderita karena tidak ada induk orangutan yang 
ingin melepaskan anaknya tanpa berjuang. Induk orangutan akan 
mempertahankan anaknya sampai mati sehingga induk orangutan 
seringkali menjadi korban pemukulan dan pembantaian dengan tongkat, 
batu atau parang hingga anaknya dapat direbut dari induk orangutan.  
Penyerangan seperti ini sangat keras dan hampir selalu menyebabkan 
kematian induk orangutan. Bahkan ada beberapa kasus dimana induk 
orangutan dibakar hidup-hidup, juga beberapa kejadian dimana induk 
orangutan disiram dengan bensin dan kemudian dibakar.  Hal yang juga 
memprihatinkan adalah anak orangutan  juga sering terbunuh dalam 
proses penangkapannya, akibat terjatuh dari pohon bersama induknya. 
Bahkan beberapa anak orangutan yang beruntung dan selamat dalam hari 
atau minggu pertama dalam kurungan, proses penangkapan, transportasi  
dan perdagangan meninggalkan trauma yang dalam sehingga banyak dari 
mereka yang tidak dapat menahannya dan mati akibat stres yang mereka 
alami.4 
 Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya 
perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar 
dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah 
perdagangan daging rusa, daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis 
primata, daging dan telur penyu dan sirip jenis-jenis ikan hiu. Daging rusa, 
burung, telur penyu, dan primata umumnya, dimanfaatkan dalam skala 
                                                             
     
4
  Sumatran Orangutan Conservation Programme diakses dari 
http://www.sumatranorangutan.org/sumatran-orangutans/threats?lang=id [12 Desember 
2013, 8.14 wita]. 
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lokal tergantung daerahnya. Sirip hiu dan batok penyu telah mendapat 
taraf komoditi ekspor legal dan ilegal.  
 Menurut Bank Dunia (2005), suatu produk dapat menjadi komoditi 
ekspor apabila harga di pasar lebih mahal dari biaya untuk memanen atau 
memburunya. Harga itu akan lebih tinggi apabila setiap bagian dari satwa 
liar tersebut terdapat daging yang dapat dijual (bushmeat), ramuan tradisi, 
bahan material bangunan, perhiasan, satwa peliharaan kebun binatang, 
dan koleksi pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia Timur, harga jual itu 
menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan daging dan lainnya dari 
masyarakat Cina bagian selatan yang saat ini lebih dari 100 juta orang 
mampu untuk membeli makanan eksotik. Sebagai contoh di Vietnam, 
bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta dolar pertahun yang kebanyakan 
diekspor ke Cina. 5 
 Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging 
satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan 
satwa di dunia. Industri kosmetik dan farmasi yang menggunakan salah 
satu bahan dasarnya berasal dari bagian tertentu satwa alami 
dikhawatirkan  dapat juga  meningkatkan jumlah pembantaian dan 
penangkapan satwa tersebut. Misalnya pemanfaatan lemak paus, hati dan 
lemak hiu, kelenjar sejenis rase kesturi, dan penangkapan satwa terutama 
primata yang digunakan untuk  hewan percobaan. Pada tahun 1960, 
untuk pembuatan empat juta dosis vaksin polio (vaksin salle) di Amerika 
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 Jatna Supriatna, Melestarikan Alam Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia,2008), Hlm. 115 
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Serikat telah digunakan 300.000 ekor monyet pertahun. Sedangkan  pada 
penelitian sebelumnya, tahun 1952-1955 telah dihabiskan 9000 ekor 
monyet. Penggunaan primata sebagai hewan percobaan tentu akan 
semakin meningkat dengan adanya penyakit AIDS yang hingga saat ini 
belum ditemukan obatnya. Sebagai contoh adalah  import primata ke 
Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Jepang pada tahun 1978 
hingga 1981. 
 Perdagangan awetan/offset dan satwa alami sebagai hewan 
peliharaan juga mempengaruhi perdagangan satwa-satwa langka yang 
ada di bumi. Menurut laporan Kompas (1992), terdapat 200 offset harimau 
sumatera di Lampung dan 300 offset harimau sumatera di Palembang. 
Jumlah tersebut setara dengan 50% dari sisa total harimau alami yang 
masih hidup. Setiap tahun 51 ekor harimau sumatera terbunuh antara 
tahun 1998-2002, dari total sekitar 800 individu pada tahun 1998. Jenis 
offset lainnya di antaranya adalah awetan jenis-jenis cendrawasih dan 
lain-lain. Jenis satwa alami yang juga kerap di ekspor baik secara legal 
maupun ilegal adalah jenis burung eksotik dengan bulu unggas yang 
indah, misalnya nuri dan kakaktua. Menurut hasil laporan Fritzgerald 
(1989), pada tahun 1983 di Singapura digagalkan usaha penyelundupan 
100 ekor kakatua ke Amerika senilai US$ 700.000. Pada tahun 1988, 
ekspor burung mencapai 278.618 ekor belum termasuk jumlah akibat 
perdagangan liar.6 
                                                             
     6 Ibid, hlm. 117 
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 Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap 
keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan 
(populasi) dan rusaknya habitat binatang-binatang.7  
 Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara 
gelap dan dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-
binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan 
dengan harga yang sangat tinggi8 
 Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-
masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang 
memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) tidak 
tinggal diam. Pada pertemuannya yang ketujuh di Polandia pada tahun 
1960, negara-negara IUCN menganjurkan pembatasan perdagangan 
satwa langka. Dari gagasan ini maka ditandatanganilah CITES 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora), yaitu sebuah  perjanjian Internasional (multilateral) yang terkait 
dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan 
tumbuhan liar yang terancam punah.9 Berdasarkan CITES ditetapkan 
kuota suatu negara yang dapat memperdagangkan satwa langka. 
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 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, 
(Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35. 
     
8
 Ibid, hlm. 36 
     
9
 Heru Susanto, Arwana, (Jakarta: PT.Niaga Swadaya, 2004),  hlm. 2. 
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Penetapan kuota ini disertai dengan  syarat-syarat, misalnya harus 
merupakan hasil penangkaran.10 
 CITES yang ditandatangani 3 maret 1973 juga dikenal dengan 
Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega 
biodiversity meratifikasi Convention on International Trade of Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden 
(Keppres) No.43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention 
International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora 
(CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. 
Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan 
perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan 
perundangan-undangan tersebut adalah UU No.5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah 
juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan 
pelaksana dari UU No.5 Tahun 1990 dalam pengaturan satwa liar yang di 
lindungi. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No.7 Tahun 
1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan 
PP No.8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa 
Liar.11 
 Manfaat Indonesia meratifikasi CITES diantaranya yaitu adanya 
sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar, artinya 
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 Yudo Sudarto , Budi Daya Ikan Hias Siluk, (Yogyakarta: Kanisius, 2005),  hlm. 9.  
 
     
11
 Andri Santosa, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, 
(Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), hlm. 35. 
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kontrol perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di negara 
penerima. Perdagangan ilegal ke luar negeri yang lolos dari Indonesia 
kemungkinan besar tidak akan lolos di negara penerima. Manfaat lainnya 
yaitu akan ada bantuan berupa financial dan technical co-operation dari 
CITES.12 Permasalahan perdagangan satwa langka yang sedang 
marak terjadi sangatlah menarik untuk dikaji, khususnya peran Convention 
International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora 
(CITES) dalam menangani perdagangan bebas satwa langka. Hal inilah 
yang melatarbelakangi penulis untuk menulis masalah ini dengan judul 
Eksistensi Convention On International Trade In Endangered Spesies 
of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Lanka 
Dalam Menangani  Perdagangan Bebas di Tingkat International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
     12 Balai Besar KSDA Jatim Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Madiun 
diakses dari http://bbksdajatimwil1.wordpress.com/informasi-pemanfaatan-tumbuhan-
dan-satwa-liar/cites/ [5 November 2013, pukul 11.45 wita]. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok 
permasalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi perlindungan terhadap perdagangan 
satwa langka (orangutan) di Indonesia berdasarkan Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
/ CITES yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) No.43 Tahun 1978? 
2. Bagaimanakah efektifitas Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES dalam 
melindungi satwa langka dari perdagangan bebas dan apakah 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora / CITES mampu menjerat pelaku pelanggaran 
perdagangan bebas satwa langka di tingkat internasional? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Agar dapat mengetahui implementasi perlindungan terhadap 
perdagangan satwa langka (orangutan) di Indonesia berdasarkan 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora / CITES yang diratifikasi berdasarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978. 
2. Agar dapat mengetahui efektifitas Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES 
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dalam melindungi satwa langka dari perdagangan bebas dan peran 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora / CITES dalam menjerat pelaku pelanggaran 
perdagangan bebas satwa langka di tingkat internasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perdagangan Bebas  
 Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang 
berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. 
Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup 
banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual 
beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan 
sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. 
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling 
tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi 
informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung 
dengan cepat. Batas-batas negara tidak menjadi halangan dalam 
melakukan transaksi. Bahkan dengan berkembangnya teknologi, dewasa 
ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal rekan 
dagangnya yang berada dibelahan bumi lain. Hal ini terlihat dengan 
lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.  
 Ada berbagai motif atau alasan yang mendasari negara atau subjek 
hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang 
interasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan 
internasioanl sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi 
makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah 
perkembangan dunia. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak 
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terlepas dari keberhasilan  dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam 
perdagangan internasional.13 
 Dalam perdagangan bebas terdapat prinsip-prinsip dasar hukum 
perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) 
yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh 
sarjana hukum perdagangan internasioanl, yaitu Profesor Aleksander 
Goldstajn. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak 
 Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya merupakan 
prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem 
hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini 
untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). 
 Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama ini. 
Beliau menyatakan sebagai berikut ini. 
 “The autonomy of the parties will in the law of contract is the 
foundation on which an autonomous law of internasional trade can 
be built. The national sovereign has,…., no onjection that in that 
area an autonomous law of international trade id developed by the 
parties, provided always that that law respects in every national 
jurisdiction the limitations imposed by public policy.” 
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Hal 
tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang 
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 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
hlm.1-2 
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para pihak sepakati dan termasuk pula kebebasan untuk memilih forum 
penyelesaian sengketa dagangnya serta kebebasan untuk memilih hukum 
yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan ini sudah 
merupakan hal yang pasti sehingga tidak boleh bertentangan dengan UU, 
kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain-lain 
yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. 
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda 
Prinsip kedua, pacta sunt servanda, adalah prinsip yang 
memberikan syarat bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah 
ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini 
bersifat universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. 
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar 
tidak sesuai. Namun demikian, pengakuan Goldstajn menyebut prinsip ini 
bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional 
adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. 
Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-
kontrak dagang. Oleh karena itulah, prinsip ketiga ini memang relevan. 
Goldstajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa 
penggunaan arbitrase ini dijadikan prinsip dasar dalam hukum 
perdagangan internasional sebagai berikut. 
“Moreover, to the extent that the settlement of differences is 
referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration 
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tribunals often apply criteria other than those applied in courts. Arbitrators 
appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, 
usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of 
foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration.” 
4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) 
Di samping ketiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang 
relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi 
internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam 
pengertian luas, termasuk kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau 
navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dalam 
keperluan perdagangan dengan siapa saja dengan melalui berbagai 
sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui 
sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya 
perdagangan internasioanl. Aturan-aturan hukum (internasional) 
memfasilitasi kebebasan ini.  
Dalam upaya negara-negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi mereka, saat ini negara-negara tersebut cenderung membentuk 
blok-blok perdagangan baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam 
kecendrungan ini peran perjanjian internasional menjadi semakin penting. 
Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian dibidang ekonomi atau 
perdagangan ini juga telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur 
perdagangan internasional di bidang barang, jasa dan penanaman modal 
di antara negara-negara. 
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Adapun tujuan hukum perdagangan internasional adalah: 
1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan 
menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan 
nasional yang merugikan negara lainnya. 
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan 
menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi 
pembangunan ekonomi semua negara. 
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia 
4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja 
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak 
suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan 
perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua 
negara. 
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan 
meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. 
 Adapula yang menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan 
internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan perdamaian 
dan keamanan nasional dan keamanan internasional.14 
 Salah satu perdebatan utama dalam kerja sama perdagangan 
internasional adalah mengenai negara harus mengikuti kebijakan 
perdagangan bebas atau proteksionis. Suatu negara secara teoritis dapat 
                                                             
     
14
 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 
15-22 
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memilih kebijakan perdagangan “laissez faire”15 sedemikian rupa sehingga 
tukar-menukar komoditi antar negara sama sekali tidak terhambat. Kondisi 
ini dikenal dengan perdagangan bebas (free trade). Negara tersebut bisa 
juga  menciptakan segala macam aturan yang mematikan semua insentif 
untuk melakukan perdagangan antarnegara, ini disebut dengan kondisi 
autarki (autarky). Tetapi dalam prakteknya tidak ada negara di dunia yang 
menempuh kebijakan-kebijakan yang tergolong keras tersebut. Kebijakan 
yang mereka pilih berada dalam spektrum diantara keduanya. Dalam 
spektrum tersebut, langkah-langkah yang ditempuh suatu negara menuju 
kondisi perdagangan bebas disebut dengan liberalisasi perdagangan. 
Upaya proteksionis sebaliknya merujuk pada langkah-langkah suatu 
negara untuk melindungi usaha domestik dari tekanan persaingan 
internasional.16 
 Ahli ekonomi Inggris Adam Smith, perintis ekonomi modern, adalah 
seorang pendukung pasar bebas dan perdagangan bebas. 
Argumentasinya adalah perdagangan bebas memungkinkan setiap 
negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif yang 
dimilikinya. Keuntungan akan dirasakan oleh setiap negara karena 
masing-masing memiliki keahlian  dibidang yang dianggap paling unggul. 
Wilayah perdagangan bebas yang lebih luas memungkinkan perusahaan 
dan individu untuk lebih terspesialisasi dan menjadi semakin baik 
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 Laissez faire adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan 
kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. 
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  Sjamsul Arifin, Kerja Sama Perdagangan Internasional:Peluang dan Tantangan 
Bagi Indonesia, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 13. 
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lagi.17Tanpa perdagangan bebas, investasi dan buruh akan menerima 
return (hasil) dan upah yang berbeda-beda di tiap-tiap negara (dengan 
asumsi modal atau investasi dan buruh tidak dapat  
berpindah-pindah yang merupakan asumsi yang masuk akal, khususnya 
dalam jangka pendek. 
 Perdagangan bebas adalah sebuah subtitusi bagi mereka yang 
harus pergi ke wilayah lain (untuk bekerja atau membeli barang). 
Penduduk di negara maju dapat membeli barang-barang murah dari China 
(tempat upah pekerja murah) tanpa harus pergi ke Cina. Sebaliknya, 
orang-orang Cina dapat tetap berada di negaranya dan mendapatkan 
barang-barang berteknologi tinggi dari Amerika Serikat, negara yang 
memiliki teknologi yang lebih maju, pekerja yang lebih terampil, dan modal 
investasi yang besar. Secara teoretis, hal ini berarti bahwa kenaikan 
permintaan akan barang-barang dari Cina akan mengakibatkan kenaikan 
jumlah tenaga kerja tidak terampil, dan pada akhirnya, upah tenaga kerja 
tidak terampil akan ikut naik.18 
 Dalam 20 tahunan terakhir, apa yang disebut perdagangan bebas 
makin marak. Secara resmi masyarakat dunia bersepakat pada tahun 
1984, dengan menerapkan General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT). Sebelas tahun kemudian, General Agreement on Tariffs and 
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  Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, (Bandung: PT.Mizan Publika, 2007), 
hlm. 128.  
 
      18 Ibid, hlm. 128-129. 
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Trade (GATT) diganti menjadi World Trade Organization (WTO). Sampai 
tahun 2001 anggotanya 142 negara. General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) maupun World Trade Organization (WTO) adalah upaya 
masyarakat dunia untuk semakin meliberalkan perdagangan antar negara 
dan memperluas lingkup perdagangan bebas. Tentu saja akan ada pihak 
yang setuju dan pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut. Pihak yang 
setuju adalah para kepala negara, umumnya negara-negara maju, yang 
menggagas kesepakatan ini. Pihak yang tidak setuju biasanya adalah 
beberapa pemimpin negara kecil, aktivis, dan para sarjana yang kritis. 
Misalnya pada 1999 mereka dengan gemilang menggagalkan pertemuan 
World Trade Organization (WTO) di Washington, dan itu dianggap 
peristiwa yang sangat besar karena digerakkan oleh koalisi Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dunia yang dapat menggagalkan pertemuan 
penting di ibukota negara Amerika Serikat. Hal tersebut  juga sekaligus 
menunjukkan betapa kerasnya penentangan terhadap perdagangan 
bebas.  
 Secara sederhana perdagangan bebas artinya perdagangan yang 
tidak memiliki hambatan. Definisi hambatan dari perdagangan biasanya 
mengacu pada hal-hal yang dilakukan mempengaruhi arus lalu lintas 
barang maupun jasa yang diperdagangkan. Hambatan perdagangan bisa 
terjadi karena disengaja, misalnya dalam bentuk kebijakan, bisa juga 
tidak, misalnya terdapat perbedaan preferensi konsumen. Bentuk 
hambatan atas perdagangan bebas yang paling umum adalah pajak atau 
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tarif. Tapi bisa juga merupakan hambatan-hambatan tanpa tarif seperti 
kuota, standarisasi, dan lain-lain. Konteks spesifiknya adalah 
perdagangan antar negara, antara konsumen yang melibatkan dua atau 
lebih negara yang berbeda, meski kita juga bisa menerapkan 
perdagangan bebas secara internal, misalnya antar provinsi atau antar 
kota dalam sebuah negara. Tetapi yang dimaksud adalah perdagangan 
bebas berupa transaksi jual beli barang, jasa, dan sumber daya moneter 
maupun manusia yang melintasi batas-batas geografis sebuah negara 
atau wilayah tanpa memiliki hambatan. 
 Dalam sebuah perdagangan bebas tentu ada yang diuntungkan 
dan ada yang dirugikan. Tetapi menurut teori ekonomi, dan dibuktikan 
juga secara empiris, bahwa net welfare (jumlah keuntungan yang didapat 
dikurangi dengan costnya, artinya jumlah yang untung dikurangi dengan 
jumlah kerugian) selalu menunjukkan positive net welfare, atau net 
benefit, dari perdagangan bebas. Pihak yang dirugikan tentunya 
pengusaha domestik  yaitu mereka yang menjual didalam negeri dan 
sebelumnya tidak punya competitor dari luar negeri. Saat ini, dengan 
hadirnya barang-barang dari luar negeri yang harganya lebih murah, para 
pengusaha domestik itu tertekan. Dalam konteks inipun tentunya ada 
pihak yang diuntungkan, yaitu konsumen. Akan tetapi, jumlah konsumen 
selalu lebih banyak dari produsen, maka dari segi teori yang ditunjang 
oleh bukti-bukti empiris, selalu terjadi net welfare. Maka dari itu, pihak 
yang biasanya paling keberatan terhadap perdagangan bebas, apalagi 
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jika diharuskan memenuhi standar internasional, adalah produsen lokal, 
bukan konsumen. Studi kasus di negara-negara maju menunjukkan hal 
itu, misalnya di Amerika Serikat. Ketika pemerintah menghapus proteksi 
industri baja di negeri itu, pihak yang paling menentang adalah asosiasi 
produsen baja. Ketika terjadi juga perdagangan bebas antara negara-
negara Amerika Utara (NAFTA), salah satu yang paling menentang adalah 
produsen mobil Amerika Serikat. Sebaliknya, konsumen, meski lebih 
diuntungkan, konsumen tidak bersuara karena biasanya konsumen tidak 
terasosiasi seperti produsen.  
 Perdagangan bebas umumnya dianggap sebagai sesuatu yang 
tidak terelakkan (inevitable). Dalam arti bahwa dunia ini semakin sempit, 
sumber daya sebuah negara makin terbatas, tetapi disisi lain ada sumber 
daya yang tersedia di negara lain tetapi tidak tersedia di negara kita, atau 
sama-sama tersedia, tetapi di negara lain memiliki harga lebih murah. 
Kondisi-kondisi seperti  ini memunculkan potensi benefit jika kita 
melakukan perdagangan bebas.19 
 Dalam beberapa hal, beberapa komoditas, jika kita memasuki 
perdagangan bebas, harganya pasti ditentukan oleh pasar Internasional. 
Jika  kita membicarakan international price, yang kita bicarakan adalah 
demand and supply tingkat internasional. Jika kita membahas harga gula 
tingkat domestik, misalnya kita diproteksi, artinya kita membahas 
                                                             
     
19
 Hamid Basyaib, Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal, 
(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 99-102. 
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permintaan gula di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Papua, berikut 
supplynya. Tetapi jika kita membahas gula internasional, maka kita 
membahas demand dari Thailand, Brazil, Maroko, dan lain-lain. Dinamika 
disetiap negara belum tentu sama. 
 Jika menyangkut barang pokok, harga internasional memang 
sangat terasa pengaruhnya di dalam negeri. Tentu saja ada kemungkinan 
bahwa harga dalam negeri mencerminkan harga internasional yang 
mungkin tidak ditentukan oleh dinamika dalam negeri. Tetapi kita juga bisa 
melihat, beberapa kasus perdagangan bebas (pasar terbuka) hal itu justru 
mengurangi gejolak harga dalam negeri. Jika  pasar beras diisolasi, dan 
tiba-tiba mengalami penurunan produksi, supply kita pasti terganggu, 
sementara demand tetap, harga akan melonjak. Tetapi jika kita membuka 
jalur impor beras, maka ketika paceklik kita bisa mengimpor beras, ada 
supply besar dari luar negeri. Harga beras dalam negeri menjadi rendah. 
Disini perdagangan bebas berfungsi sebagai penyeimbang harga dalam 
negeri. Jadi cara untuk melihatnya harus dengan menguraikan setiap 
kasus yang ada. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa 
perdagangan bebas memperlebar jarak antara pihak yang memiliki tingkat 
ekonomi tinggi dan pihak yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Negeri 
kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, dan itu 
berbanding lurus dengan kondisi warga  dari negara tersebut. Adapula 
kritik terhadap perdagangan bebas, berhubungan dengan lingkungan 
hidup. Ada yang beranggapan dengan adanya  perdagangan bebas, 
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produksi akan semakin meningkat, karena itu orang akan mengeksploitasi 
alam lebih banyak lagi. Secara empiris kita bisa mengatakan bahwa dalam 
satu fase ada peningkatan polusi, ada juga deplesi sumber daya alam 
untuk satu periode. Tetapi fakta empiris juga menunjukkan bahwa ketika 
tingkat perdagangan bebas semakin diperluas, kebutuhan untuk barang-
barang ramah lingkungan juga akan semakin tinggi. Jadi ada dorongan 
dari konsumen memaksa penduduk setempat untuk bersikap ramah 
terhadap lingkungan.20 
B. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Convention 
International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and 
Flora (CITES) 
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES) atau konvensi perdagangan internasional 
tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional 
antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World 
Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi 
tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen 
tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies 
tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan 
proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. CITES merupakan 
satu-satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan spesies 
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 Ibid, hlm. 103-104. 
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tumbuhan dan satwa liar. Keikutsertaan bersifat sukarela, dan negara-
negara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak (parties). 
Walaupun CITES mengikat para pihak secara hukum, CITES bukan 
pengganti hukum dimasing-masing negara. CITES hanya merupakan 
kerangka kerja yang harus dijadikan pedoman oleh para pihak yang 
membuat undang-undang untuk implementasi CITES di tingkat nasional.21 
 Hampir sebagian persiapan pembentukan CITES tidak terjadi pada 
meja perundingan seperti konvensi-konvensi lingkungan hidup lainnnya 
melainkan karena adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara 
drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu suatu 
mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian. 
Sekitar  tahun 1960, komunitas internasional melalui koalisi yang juga 
terbagi kedalam dua blok utama, yaitu negara-negara yang berorientasi 
ekonomi dan berorientasi konservasi namun bersatu dengan kepentingan-
kepentingannya masing-masing untuk mengendalikan perdagangan satwa 
liar, walaupun didasari motif yang berbeda. Keduanya sadar akan 
perlunya kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah 
perdagangan satwa ini.  
 Pada tahun 1964 Majelis Umum PBB meminta untuk membentuk 
International Convention on Regulation of Export Transit and Import of 
Rase or Threatened Wildlife Species or Their Skins and Trophies. 
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 CITES diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/CITES [7 November 2013, pukul 9.17 
wita]. 
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Sehingga International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN) merancang dan mempersiapkan hal tersebut di 
Environmental Law Center di Bonn, Jerman Barat. Revisi rancangan 
tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan tahun 1971 berdasarkan 
pendapat-pendapat yang diberikan oleh 31 pemerintah negara-negara 
berorganisasi non pemerintah (NGO) dimana peran para Non Goverment 
Organization (NGO) dalam pembentukan CITES lebih besar dibanding 
negara. Rancangan selanjutnya adalah untuk membicarakan masalah 
dalam perbedaan pendekatan nasional yang diambil oleh setiap negara 
untuk mengurangi perdagangan dan eksploitasi satwa liar, juga 
perbedaan pandangan mengenai konsep “endangered species”. Sehingga 
akhirnya diedarkan lagi rancangan baru ke negara-negara pada bulan 
Agustus tahun 1969 dan bulan Maret tahun 1971. Akan tetapi banyak 
negara yang tidak puas dengan rancangan pada bulan Maret tahun 1971, 
termasuk yang sudah banyak terlibat dalam proses pembuatan 
rancangan. Mereka percaya bahwa rancangan tersebut sangat lemah 
untuk menghasilkan tujuan konservasi spesies, adanya pemikiran bahwa 
rancangan ini lebih mencerminkan pandangan dari negara-negara 
pengimpor satwa dari Eropa, khususnya Eropa Barat.  
 Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari 
perkembangan pembentukan Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Konferensi 
Stockholm juga menghasilkan terbentuknya United Nations Environment 
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Programme (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. 
Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis 
bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan 
daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam 
General Assembly ke 11 pada September 1972 dengan mengajukan 
rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam 
pertemuan yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973. 
Sementara itu,  Kenya dan Amerika Serikat sebagai dua aktor negara 
yang sering tidak sejalan dengan negara-negara lain dalam rancangan 
konvensi pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh IUCN. Proses 
pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh 
kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. 
Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi 
antara IUCN, AS, dan Kenya, hasil rancangan konvensi diedarkan 
bersamaan dengan undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk 
Plent Potentiary Conference Washington DC pada tanggal 12 Februari 
1973 – 2 Maret 1973. Akhirnya pada pertemuan delegasi yang jumlahnya 
sekitar 80 negara di Washington D.C, Amerika Serikat pada tanggal 3 
Maret 1973, terbentuklah CITES, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975.22 
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 Pdf CITES Sebagai Instrumen Hukum Internasional Mengenai Perdagangan 
Spesies Langka untuk Spesies dan Tumbuhan diakses dari 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0C
CwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F3
0807%2F3%2FChapter%2520II.pdf&ei=Y9R6UorJ4e4rgeS_IDYBw&usg=AFQjCNGpbn5
r6TffAB0gbl9hFkvtq9OPRA&sig2=xUOmCYVk8GjTvR9U19NxvQ&bvm=bv.56146854,d.b
mk [7 November 2013, pukul 9.55 wita]. 
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C. Pengaturan Perdagangan Satwa Langka dalam Kerangka 
Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES)  
 Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam 
punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme penggolongan 
perlindungan berdasarkan appendiks. Satwa dan tumbuhan yang 
dianggap harus dilindungi dan diatur dimasukkan ke dalam tiga jenis 
appendiks:  
1. Apendiks I CITES  
 Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies 
tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan 
internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang 
terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan 
spesimen dari spesies yang termasuk Appendix I yang ditangkap di alam 
bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, 
misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa dan tumbuhan yang 
termasuk dalam daftar Apendiks I, namun merupakan hasil penangkaran 
atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari Apendiks II dengan 
beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus 
melaporkan non detriment finding23 berupa bukti bahwa ekspor spesimen 
dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap 
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 Non detriment finding adalah dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan 
atau degradasi populasi. 
28 
 
perdagangan spesies dalam Apendiks I memerlukan izin ekspor impor. 
Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin 
impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat 
memelihara spesimen tersebut dengan layak.  
 Tumbuhan dan Satwa Liar yang masuk dalam Appendix I CITES di 
Indonesia, mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, 
total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis 
penyu (Chelonia mydas/penyu hijau, Dermochelys coreacea/penyu 
belimbing, Lepidochelys olivacea/penyu lekang, Eretmochelys 
imbricata/penyu sisik, Carreta carreta/penyu tempayan, Natator 
depressa/penyu pipih), jalak bali (Leucopsar rothschildi), komodo 
(Varanus komodoensis), orang utan (Pongo pygmaeus), babirusa 
(Babyrousa babyrussa), harimau (Panthera tigris), beruang madu 
(Helarctos malayanus), badak jawa (Rhinoceros sondaicus), tuntong 
(Batagur baska), arwana kalimantan (Scleropages formosus) dan 
beberapa jenis yang lain.  
 Ada beberapa spesies yang masuk dalam Appendix I namun jika 
spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi Appendix II, 
Appendix III atau bahkan Non Appendix misalnya buaya muara 
(Crocodylus porosus) masuk dalam Appendix I kecuali populasi dari 
Indonesia, Australia dan papua New Guinea termasuk dalam Appendix II.  
2. Apendiks II CITES  
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 Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam 
kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan 
terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 
spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan 
mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas 
pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor 
spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.  
 Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Appendix II yaitu 
mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 
7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis 
tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang 
masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling (Manis javanica), serigala 
(Cuon alpinus), merak hijau (Pavo muticus), gelatik (Padda oryzifora), beo 
(Gracula religiosa), beberapa jenis kura-kura (Coura spp, Clemys 
insclupta, Callagur borneoensis, Heosemys depressa, H. grandis, H. 
leytensis, H. spinosa, Hieremys annandalii, Amyda cartileginea), ular pitas 
(Pytas mucosus), beberapa ular kobra (Naja atra, N. Kaouthia, N. Naja, N. 
Sputatrix, Ophiophagus hannah), ular sanca batik (Python reticulatus), 
kerang raksasa (Tridacnidae spp), beberapa jenis koral, beberapa jenis 
anggrek (Orchidae) dan banyak lainnya.  
 Dalam daftar kuota ekspor TSL alam tahun 2009 yang dikeluarkan 
oleh Dirjen PHKA, jenis satwa yang masuk dalam Appendix II Cites dan 
tidak dilindungi undang-undang yang diperbolehkan untuk diekspor 
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sebanyak 104 spesies. Beberapa jenis, walaupun tidak dilindungi namun 
tidak ada kuota tangkap dari alam untuk ekspor karena sedang diusulkan 
untuk dilindungi maupun karena populasinya sudah semakin menurun. 
Dari 104 spesies tersebut, yang paling banyak adalah dari jenis anthozoa 
(koral/karang) yaitu 60 spesies.  
3. Apendiks III CITES  
 Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar 
yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan 
habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota 
CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke 
Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam 
Appendix II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam 
Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah 
salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam 
mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan 
semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan 
dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau 
Certificate of Origin (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang 
masuk dalam Appendix III.24 
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fAB0gbl9hFkvtq9OPRA&sig2=25hNhwGc98lPEdjl3D5PFA&bvm=bv.56643336,d.bmk [15 
November 2013, pukul 10.03 wita]. 
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D. Isu-Isu Konvensional Menurunnya Populasi Satwa Langka 
Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap 
keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan 
(populasi) dan rusaknya habitat satwa. Melalui media massa kita banyak 
mengetahui sering terjadi rusa yang  memasuki kampung, gajah yang 
secara bergerombol merusak dan menghancurkan rumah-rumah 
penduduk, harimau yang membinasakan beberapa orang peladang, dan 
lain-lain. Timbulnya kenyataan ini adalah sebagai akibat pengaruh hutan 
yang sudah gersang dan tidak ada lagi tempat yang sesuai untuk habitat 
fauna di hutan. Semakin lama populasi fauna semakin langka dan menuju 
kepunahan. Pembabatan, pembakaran, dan kebakaran hutan telah 
memusnahkan spesies-spesies satwa dan tumbuh-tumbuhan serta 
merusak unsur hara tanah. Secara global dapat ditunjukkan bahwa 
sampai tahun 1989, hutan tropis dunia telah berkurang sampai 8 juta km 
persegi. Setiap tahun kurang lebih 142.000 km persegi mengalami 
kerusakan hutan tropis atau sama dengan luas lapangan sepak bola. 
Dengan angka kerusakan demikian diperkirakan 0,5 persen dari jumlah 
spesies yang ada didalamnya mengalami kepunahan. Sebagai contoh, 
peristiwa yang terjadi disekitar wilayah Garut sebagai akibat pembabatan 
hutan disana terutama dalam hubungannya dengan proyek 
pengembangan energi panas bumi. Tercatat bahwa lebih dari 272 jenis 
tumbuhan dan 60 jenis burung langka telah punah dari daerah ini. 
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Termasuk jenis elang Jawa dan 15 jenis mamalia yang dahulu hidup 
dikawasan ini, namun kini telah mengalami kepunahan. Satwa badak jawa 
(rhinoceros sondaicus), memiliki populasi yang diperkirakan hanya tersisa 
50 hingga 60 ekor. Sehingga jika ingin melihatnya di daerah habitatnya di 
Ujung Kulon, Banten, tidak mudah menemukannya.   
Aktivitas lain berupa penyemprotan hama melalui obat pembasmi 
pestisida dan semacamnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
juga memberikan dampak yang buruk. Penyemprotan dengan cara itu 
cukup praktis untuk membunuh serangga dan hama-hama yang merusak 
tanaman atau mengganggu ketentraman. Pemakaian DDT dan 
semacamnya (eldrin, dieldrin, chlordane, dan lain-lain) yang sukar terurai 
akan merembes ke dalam rantai-rantai makanan, yang selanjutnya 
mempengaruhi makhluk-makhluk lain. Hal ini akan menimbulkan dampak 
yang tidak disadari. Tindakan pembasmian tersebut juga telah membunuh 
makhluk-makhluk yang tidak menjadi sasaran. Sedangkan telah sebutkan 
terakhir banyak yang  berfungsi sebagai predator, yaitu binatang 
pemangsa yang bermanfaat mengontrol populasi binatang secara efektif 
dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Masalah yang belum kunjung 
bisa diberantas hingga kini ialah perdagangan satwa langka atau liar. 
Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan 
masih sulit diberantas dikarenakan perdagangan binatang-binatang yang 
dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang 
sangat tinggi. Satwa ini digunakan untuk berbagai keperluan dan 
33 
 
umumnya untuk keperluan obat-obatan dan kosmetik. Beruang madu 
banyak dicari untuk ramuan obat dan diekspor ke Cina. Di Jakarta 
misalnya, hampir 63 % toko obat menjual obat yang mengandung 
beruang.  
Selain kegunaan obat, faktor maraknya perdagangan satwa liar 
ialah karena hobi. Kalangan-kalangan kelas atas sangat menyukai 
memelihara barang langka tersebut. Hal ini sungguh memprihatinkan, 
karena para kolektor bukan saja dari kalangan pemilik uang (pengusaha), 
selebritis, tetapi juga pejabat pemerintahan. Tentu karena kalangan kelas 
atas yang membelinya, maka harganya semakin mahal, karena banyak 
yang sebelumnya tidak berminat untuk membeli satwa tersebut, tetapi 
kemudian berminat membelinya karena dianggap sebagai simbol prestise. 
Semakin mahal tentu perburuan orangutan semakin banyak untuk 
mendapatkan banyak uang. Kenyataan-kenyataan ini dapat 
memprihatinkan kita karena berdasarkan data-data yang diperoleh berikut 
ini akan mengancam konservasi satwa liar kita. Setiap tahun lebih dari 
15.000 ekor burung nuri dan kakaktua ditangkap dari Maluku Utara untuk 
dikirim kesejumlah eksportir dan diselundupkan ke luar negeri. Negara 
transitnya adalah Singapura dan Filipina. Ratusan ekor beruang madu 
(Helartcos malayanus) setiap tahun diburu untuk diambil empedunya dan 
ada pula diperdagangkan sebagai satwa peliharaan.  
Sekitar 1000 ekor orangutan pada tahun 2002 ditangkap dari hutan 
Kalimantan dan diselundupkan keluar negeri. Orangutan diperdagangkan 
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di Indonesia dengan harga 3 juta, tetapi setelah berhasil diselundupkan ke 
Jepang, harganya menjadi 125 juta. Masalah perdagangan satwa liar ini 
harus diberantas, sebab jika tidak demikian maka jumlah spesies langka 
dari negeri kita akan semakin menurun dalam tahun-tahun dekat ini.25 
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 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, 
(Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 35.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literature (literure research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan relevan 
dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, 
jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang 
terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Selain itu, 
penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan 
langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam 
penyusunan skripsi ini.  Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan 
untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, 
pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu 
mengenai latar belakang terbentuknya Convention on International Trade 
of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), masalah-
masalah mengenai  perdagangan satwa langka, dan peran CITES dalam 
menangani perdagangan bebas satwa langka di tingkat Internasional. 
 
B.       Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih empat lokasi 
penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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2. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin. 
3. Borneo Orangutan Survival Foundation 
 
C.       Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam skripsi ini. Selain itu, juga digunakan data sekunder, data 
yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara 
maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Data ini kemudian 
digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisi eksistensi 
Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES) dalam menangani perdagangan bebas satwa langka di 
tingkat Internasional.  
 
D. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
1. Hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan judul skripsi 
ini. 
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
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3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan 
secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
 
E. Analisis Data 
 Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk 
menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan 
secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Implementasi perlindungan terhadap perdagangan satwa langka 
(orangutan) di Indonesia berdasarkan CITES yang diratifikasi 
berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 
Orangutan adalah salah satu primata yang terancam punah dan  
merupakan hewan yang harus kita lindungi sebagai bentuk dari kesadaran 
kita untuk menyelamatkan bumi. Ancaman terbesar bagi orangutan adalah 
penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran. Eksploitasi 
hutan ilegal ini sangat merusak ekosistem dan habitat orangutan. 26 Saat 
ini, baik orangutan Kalimantan maupun Sumatera terancam punah. The 
World Conservation Union (IUCN) mengklasifikasikan orangutan Borneo 
terancam punah, sementara orangutan Sumatera telah diklasifikasikan 
sebagai orangutan yang sangat terancam punah. Orangutan Sumatera 
adalah jenis orangutan yang paling terancam di antara dua spesies 
orangutan yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan orangutan di 
Borneo, orangutan Sumatera mempunyai perbedaan dalam hal fisik 
maupun perilaku. Spesies yang saat ini hanya bisa ditemukan di propinsi-
propinsi bagian utara dan tengah Sumatera ini, kehilangan habitat 
alaminya dengan cepat karena pembukaan utan uantu perkebunan dan 
pemukiman serta pembalakan liar. Terdapat 13 kantong populasi 
orangutan di pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut kemungkinan hanya 
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 Keberadaan Orangutan,Habitat, dan Konservasinya, 
http://www.anneahira.com/orang-utan.htm,  [29 Januari 2014, 8.14 wita] 
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tiga kantong populasi yang memiliki sekitar 500 individu dan tujuh kantong 
populasi terdiri dari 250 lebih individu. Enam dari tujuh populasi tersebut 
diperkirakan akan kehilangan 10-15% habitat mereka akibat penebangan 
hutan sehingga populasi ini akan berkurang dengan cepat. Menurut IUCN 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 
selama 75 tahun terakhir populasi orangutan Sumatera telah mengalami 
penurunan sebanyak 80%. Dalam kurun waktu 1998 dan 1999, laju 
kehilangan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 1000 orangutan 
pertahun. Saat ini populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya 
tersisa sekitar 6.500 ekor.27 Kedua spesies juga telah tercantum dalam 
Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam 
Punah Fauna dan Flora Liar (CITES). Di Indonesia, orangutan dilindungi 
secara hukum. Namun demikian, hukum dan peraturan saja jelas tidak 
cukup untuk melindungi spesies penting ini. Konservasi orangutan 
memerlukan upaya komprehensif dan terpadu oleh semua pemangku 
kepentingan, baik di lapangan dan di arena politik untuk memastikan 
keberhasilannya.28  
Orangutan berkembang biak lebih lambat daripada primata lainnya, 
orangutan betina berkembang biak rata-rata hanya sekali setiap 7-8 
tahun. Anak orangutan bergantung pada induk mereka setidaknya selama 
lima tahun dan belajar untuk bertahan hidup di hutan. Orangutan hidup 
                                                             
     
27
 WWF: Orangutan Sumatera, 
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/spe
cies/orangutan_sumatera/, [29 Januari 2014, 9.38 wita] 
     
28
 The Borneo Orangutan Survival: About Orangutan, http://orangutan.or.id/about-
orangutan/, [29 Januari 2014, 8.35 wita] 
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selama sekitar 45 tahun di alam liar dan orangutan betina biasanya tidak 
memiliki lebih dari 3 anak dalam hidupnya. Ini berarti bahwa populasi 
orangutan tumbuh sangat lambat dan membutuhkan waktu lama untuk 
pulih dari gangguan habitat dan perburuan yang terjadi.29 
 Meski telah dilindungi di tingkat nasional dan internasional, namun 
perdagangan orangutan masih saja terjadi. Setiap bulannya rata-rata ada 
10 ekor orangutan yang ditangkap di hutan Kalimantan untuk dikirim ke 
Pulau Jawa. Di kota-kota besar Jawa seperti Jakarta dan Surabaya, 
orangutan dijual secara ilegal di pasar burung dan juga diselundupkan ke 
luar negeri. Penyelundupan orangutan asal Indonesia ini melibatkan mafia 
perdagangan satwa internasional yang sangat rapi. Pada bulan Juni 2013 
Polisi Daerah Jakarta dan petugas PHKA (Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam) Departemen Kehutanan dengan dibantu oleh Profauna 
Indonesia30 berhasil menggagalkan rencana penyelundupan 2 ekor 
orangutan ke Thailand. Semula kedua orangutan itu akan diselundupkan 
dengan menggunakan pesawat China airlines melalui bandara 
Internasional Sukarno Hatta Jakarta. Sebelum kedua orangutan tersebut 
diterbangkan, puluhan polisi menyergap dan menangkap para 
penyelundup orangutan tersebut. Penangkapan penyelundup orangutan 
itu merupakan hasil kerja keras Profauna untuk membongkar sindikat 
perdagangan primata di Indonesia. Selama hampir 1 tahun investigator 
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 Sumatran Orangutan Society: About Orangutans, http://www.orangutans-
sos.org/orangutans, [29 Januari 2014, 9.19 wita] 
     
30
 Profauna Indonesia merupakan sebuah lembaga independen non profit berjaringan 
internasional yang bergerak dibidang perlindungan dan kelestarian satwa liar dan 
habitatnya. Kegiatan Profauna bersifat non politis dan non kekerasan. 
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Profauna menyelidiki sindikat ini. Investigator Profauna berkomunikasi 
dengan para pedagang satwa langka ini. Investigasi ini sangat berbahaya, 
karena jika para pedagang satwa langka ini mengetahui hal tersebut maka 
akan mengancam keselamatan para investigator Profauna. Pedagang 
satwa di Indonesia sangat tidak menyukai nama Profauna, hal ini dapat 
dilihat dari pengeroyokan aktivis Profauna oleh ratusan pedagang satwa di 
Pasar Burung Pramuka Jakarta pada bulan Juli 2003. Pasar burung 
Pramuka adalah pasar satwa terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di 
dunia. 
 Investigasi Profauna membuahkan hasil dengan digagalkannya 
penyelundupan orangutan ke Thailand. Polisi menangkap penyelundup 
orangutan tersebut dan memasukkannya ke dalam penjara. Kasus 
penyelundupan orangutan pada bulan Juni tersebut kemudian diproses di 
pengadilan dengan terdakwa utama adalah orang Thailand yang 
berdomisili di Indonesia yang telah menyelundupkan orangutan ke luar 
negeri. Akan tetapi hal ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan, dikarenakan 
kurangnya keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus 
ini, padahal kasus tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dari CITES 
dikarenakan orangutan merupakan hewan yang dilindungi yang 
dikategorikan kedalam apendiks I CITES dan melanggar peraturan 
nasional  yang terdapat didalam pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 
42 
 
1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
bahwa: 31 
1. Setiap orang dilarang untuk : 
a Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 
memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang 
dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau 
mati. 
b Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya 
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia 
ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
2. Setiap orang dilarang untuk : 
a Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup. 
b Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 
c Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
d Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau 
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang 
yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya 
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  Pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya 
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dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di 
luar Indonesia. 
e Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 
menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang 
dillindungi. 
  Meski penyelundupan orangutan tersebut berhasil digagalkan, 
salah satu orangutan mati akibat over dosis. Orangutan tersebut 
diselundupkan dengan cara dibius, kemudian dimasukkan kedalam kotak 
kardus kecil.32 
 Dengan adanya permasalahan diatas pemerintah Thailand 
mencoba melakukan beberapa sikap. Thailand memutuskan untuk 
mengembalikan 48 orangutan ke Indonesia. Hewan-hewan primata itu 
ditahan disebuah tempat penampung. Kepastian tentang pengembalian 
48 orangutan tersebut disampaikan oleh Deputi Direktur Jendral Taman 
Nasional, Departemen Konservasi Alam dan Kehidupan Liar Thailand. 
Empat puluh delapan orangutan itu akan diterbangkan ke Indonesia 
dengan menggunakan pesawat militer dan akan dibawa ke Kalimantan. Di 
tempat itu orangutan akan menjalani karantina selama tiga bulan. Setelah 
orangutan dibawa ke Kalimantan, kasus penyelundupan orangutan 
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 Pdf.Bab III: Penerapan CITES Dalam Masalah Penyelundupan Orangutan 
Indonesia ke Thailand Sebagai Studi Kasus Upaya Pemerintah Indonesia Menerapkan 
Peraturan CITES. Hal: 4-5, 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C
DgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.library.upnvj.ac.id%2Fpdf%2Fs1hi09%2F20261302
4%2Fbab3.pdf&ei=mZHpUpuhFuvMsQTGgYLIDQ&usg=AFQjCNE71NCojZahUH6DrNK
WXeag70LFCA&bvm=bv.60157871,d.cWc, [30 Januari 2014, 9.13 wita] 
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tersebut menjadi sorotan negatif dari masyarakat internasional terhadap 
pemerintah Thailand. Sekitar enam orangutan akan tetap berada di 
Thailand untuk melakukan tes DNA. Melalui tes DNA itu akan diketahui 
secara pasti asal dari enam orangutan tersebut. Pejabat kehutanan 
Thailand mendapat keberatan dari sejumlah kelompok perlindungan 
hewan. Para aktivis tersebut memprotes keberadaan sekitar 100 
orangutan yang berada di Safari World Thailand. Berdasarkan tes DNA, 
sebanyak 54 orangutan masuk ke Thailand secara illegal. Setelah 
dilakukan investigasi diketahui sebagian orangutan berasal dari Indonesia.  
Pemerintah Thailand belum memberikan konfirmasi kapan ke-54 satwa 
langka itu akan dikembalikan ke Indonesia. Masalah yang timbul adalah 
mengenai transportasi ke-54 ekor orangutan tersebut dan Thailand 
meminta Indonesia untuk membuktikan bahwa satwa itu betul-betul 
berasal dari Indonesia.33  
 Kasus ini terus bergulir, Profauna dan organisasi perlindungan 
satwa terus gencar melakukan kampanye pemulangan orangutan ke 
habitatnya di hutan Indonesia dan menolak pertunjukan satwa yang tidak 
mempunyai nilai edukasi dan tidak mendukung konsep konservasi seperti 
tinju orangutan. Kampanye Pro Fauna banyak dimuat di media massa 
nasional maupun internasional. Tekanan kepada pemerintah Indonesia 
untuk terus melakukakan upaya diplomatik dengan pemerintah Thailand 
terus dilakukan. Demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis Profauna 
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Indonesia berulangkali dilakukan. Dengan semangat dan tanpa mengenal 
lelah akhirnya pada tanggal 21 April 2006 pemerintah Indonesia dan 
pemerintah Thailand sepakat melakukan pengembalian terhadap 54 
orangutan ke habitat alaminya di Indonesia.34  
 Orangutan asal Indonesia yang disita dari Safari World, Thailand 
dimanfaatkan untuk hiburan pengunjung secara ilegal. Orangutan ini 
diperlakukan secara tidak manusiawi dengan menjadikan mereka sebagai 
petinju. Setelah mendapat pemberitaan luas, Safari World sangat dikecam 
oleh para pemerhati lingkungan. Polisi Thailand kemudian menggerebek 
Safari World dan menyita 54 orangutan tersebut. Pemerintah Thailand 
menyebutkan setidaknya ada dua langkah yang akan diambil sebelum 
mengirim orangutan tersebut ke habitatnya di Indonesia. Pertama adalah 
memeriksa kesehatan masing-masing satwa tersebut secara menyeluruh 
untuk memastikan mereka terbebas dari penyakit seperti TBC, Hepatitis B, 
dan parasit. Langkah kedua adalah mengambil contoh darah orangutan-
orangutan tersebut untuk keperluan analisa genetik guna memastikan asal 
habitat mereka. Jika hasil pemeriksaan genetik menunjukkan bahwa ada 
orangutan yang berasal dari luar Indonesia, temuan itu akan disampaikan 
kepihak berwenang manajemen CITES dan sekertariat CITES.35 
                                                             
      
34
 Profauna: Rencana Pemulangan Orangutan dari Safari World Thailand, Volume X 
No.3/Juli-September 2006, 
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/rencana_pemulangan_orangutan_dari_s
afari_world_thailand.html#top ,[19 Februari 2014, 15.47 wita] 
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 Pdf.Bab III: Penerapan CITES Dalam Masalah Penyelundupan Orangutan 
Indonesia ke Thailand Sebagai Studi Kasus Upaya Pemerintah Indonesia Menerapkan 
Peraturan CITES. Hal: 4-5, 
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 Seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata internet juga 
telah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi besarnya perdagangan 
satwa-satwa langka yang dilindungi. Selama ini ribuan binatang yang 
dilindungi dijual melalui internet secara rutin. Penjual satwa yang 
dilindungi maupun pembelinya, sangat memanfaatkan kelebihan internet 
yang tidak bisa dijumpai di dunia nyata yaitu anonimitas, serta jangkauan 
pasar modal yang demikian luas. Menurut Kepala Kementrian 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam perdagangan satwa 
tersebut terdapat kesulitan dalam melacak transaksi pembayaran 
dikarenakan transaksi pembayaran juga dilakukan melalui internet. 
Ancaman perdagangan online satwa langka belakangan ini menjadi 
subyek dari diskusi panas diantara masyarakat internasional, seperti 
tampak pada pertemuan Konvensi Perdagangan Internasional Satwa 
Langka (CITES) pada tahun 2010. Menurut konvensi ini, Internet telah 
memfasilitasi perdagangan ilegal satwa langka internasional. Aktivis 
Lembaga Advokasi Satwa Liar mengatakan bahwa pedagang satwa 
langka tersebut telah menggunakan Internet untuk mengembangkan 
jaringan rumit seperti yang dijalankan oleh sindikat narkotika internasional. 
 Penegakan hukum melawan tersangka pedagang spesies langka 
sering gagal karena tersangka sudah mengetahui bahwa aparat akan 
menggagalkan tindakan mereka. Bagian-bagian tubuh satwa langka 
                                                                                                                                                                       
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C
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biasanya dikirim ke luar negeri oleh perusahaan kurir yang sah beroperasi 
di Indonesia. Kementerian berjanji akan mengirimkan surat kepada 
perusahaan kurir dan menuntut mereka untuk memperketat pemeriksaan 
untuk meminimalkan pengiriman mereka atas satwa langka. Menurut 
Kementerian, Tidak ada statistik perdagangan satwa langka saat ini, 
meskipun pejabat telah menggagalkan beberapa upaya untuk 
menyelundupkan satwa langka ke luar negeri. 36 
 Kasus lain mengenai orangutan yang sangat memprihatinkan 
adalah kasus  yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdapat 
kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu orang utan yang 
disebabkan karena adanya pembukaan lahan kelapa sawit di Desa Puan 
Cepak Kecamatan Muara Kaman tanpa memperhatikan ekosistem dan 
habitat satwa yang ada disekitarnya sehingga menyebabkan habitat 
orangutan rusak serta keberadaan orangutan yang mendekati lahan 
kelapa sawit perusahaan dianggap sebagai hama karena merusak 
perkebunan. Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten 
Kutai Kartanegara dan sekitarnya, merupakan daerah Landscape Kutai 
yang didalamnya termasuk daerah -daerah disekitar Taman Nasional 
Kutai dan daerah-daerah yang terletak diantara Taman Nasional Kutai 
(TNK) dan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, karena Puan Cepak 
berada di daerah yang diapit oleh Taman Nasional Kutai (TNK) dan Cagar 
Alam Muara Kaman Sedulang, maka dapat dipastikan kawasan tersebut 
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pada awalnya merupakan sebaran habitat orangutan. Selain itu, hasil 
penelitian yang pernah dilakukan disekitar daerah tersebut (Sungai 
Sedulang, Sungai Menamang Kanan, Sungai Menamang Kiri) terdapat 
sarang orangutan yang mengindikasikan bahwa orangutan hidup dan 
tinggal di daerah tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian yang 
pernah di lakukan oleh para peneliti di Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropis 
Lembab Universitas Mulawarman Samarinda di daerah tersebut, tim 
peneliti mandapatkan data berdasarkan fakta di daerah tersebut bahwa 
bekantan juga ditemukan didaerah tersebut dan daerah peredaran atau 
sebaran atau habitat kedua jenis satwa tersebut terbatas (endemik) 
karena sebaran atau habitat atau populasinya hanya terdapat di tempat 
tertentu.  
 Potensi terjadinya konflik antara manusia dan orangutan juga 
disebabkan karena aktifitas manusia yang semakin tidak terkendali 
dengan melakukan pengusahaan di lokasi yang menjadi habitat 
orangutan, hal itu juga ditunjang dengan pola pemberian ijin pengusahaan 
atau pengelolaan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku 
usaha maupun kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha 
disekitar atau didalam habitat orangutan, dan pelaksanaan pengusahaan 
tersebut mengabaikan kebutuhan orangutan yang hidup di lokasi yang 
diterbitkan oleh pemerintah tersebut, karena kurangnya pengawasan dan 
pemberian ijin yang mengabaikan lingkungan hidup yang terdapat 
disekitar lokasi yang diijinkan.  
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 Menurut data relawan Center for Orangutan Protection (COP) 
beberapa wilayah populasi orangutan di Kalimantan menjadi pusat 
penyiksaan oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah orangutan jantan 
yang berada di sekitar PT Khaleda Agroprima Malindo atau KHAM di 
Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya menyisakan sedikit 
habitat bagi orangutan yang berakibat menipisnya sumber makanan bagi 
orangutan, sehingga secara tidak langsung orangutan dipaksa oleh pelaku 
usaha untuk mencari sumber makanan yang lain, dan upaya orangutan 
yang mencari sumber makanan alternatif itulah yang berpeluang besar 
menimbulkan konflik antara manusia dan orangutan. Perusahaan asal 
Malaysia tersebut diduga dengan sengaja menghadiahkan 500 ribu 
hingga 1 juta rupiah bagi pihak yang berhasil menghabisi orangutan yang 
mendekati kawasan konsesi. Perusahaan itu menilai orangutan sebagai 
hama karena telah merusak perkebunan. Penyiksaan orangutan ini 
bukanlah pertama kalinya terjadi, pembantaian orangutan telah terjadi 
sejak tahun 2008. Namun setiap laporan yang diajukan pada pemerintah 
tidak mendapat tanggapan. Center for Orangutan Protection (COP) akan 
terus melakukan dialog dengan pihak pemerintah dan presiden, dan 
membawa kasus ini sampai ke jalur hukum untuk menindak lanjuti upaya 
perlindungan orangutan.37 
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 Maraknya perdagangan satwa liar belakangan ini dikarenakan 
lemahnya penegakan hukum dibidang perlindungan satwa liar, selain itu 
adanya kegemaran sebagian masyarakat dalam memelihara satwa liar di 
rumahnya untuk kesenangan pribadi. Hasil penelitian Profauna 
menunjukkan bahwa hampir 100% orangutan yang dipelihara oleh 
masyarakat itu dipelihara dalam sangkar dan diberikan makanan yang 
tidak memadai. Adapun penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar 
maupun tumbuhan yang dilindungi, salah satu contohnya adalah 
penyelundupan orangutan Indonesia: 
a. Akibat adanya konspirasi penyelundupan 
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang giat dalam 
upaya perlindungan satwa hutan, Profauna Indonesia, menuding 
adanya konspirasi penyelundupan ratusan orangutan ke Thailand, 
ratusan orangutan asal Indonesia telah diselundupkan ke Thailand 
dan diduga terjadi konspirasi menyembunyikan hasil 
penyelundupan tersebut. Salah satu tempat yang diduga menjadi 
tempat penampungan selundupan orangutan dari Indonesia adalah 
Safari World di Bangkok, Thailand. Selain itu, terdapat 115 
orangutan berada di Safari World, dan sebagian besar masih 
berusia sangat muda, dilatih secara keras, kejam, dan tanpa ampun 
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untuk pertunjukan tinju orangutan.38 Pihak Safari World 
menyebutkan bahwa 41 orangutan telah mati. Hal itu bertolak 
belakang dengan pernyataan mereka selama ini yang menyatakan 
bahwa mereka sangat berhasil dalam penangkaran orangutan. 
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pengembalian 
orangutan malang tersebut. Tim Indonesia yang terdiri dari 
Departemen Kehutan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Borneo Orang Utan Survival Foundation, Jaringan Pusat 
Penyelamat Satwa, dan Profauna yang datang ke Thailand 
terpaksa pulang dengan tangan kosong. Pejabat berwenang di 
negara itu tidak kooperatif dalam mengembalikan orangutan ke 
Indonesia. Oleh karena itu, Profauna Indonesia melakukan aksi 
unjuk rasa di depan Kedubes Thailand  di Jalan Imam Bonjol 
Jakarta Pusat untuk mendesak pemerintah Thailand bekerja sama 
dalam upaya pemulangan orangutan yang diselundupkan itu.39  
b. Akibat terjadinya kebakaran hutan 
 Adanya penyelundupan atas orangutan dan satwa langka 
Indonesia lainnya karena telah menjadi korban kebakaran hutan 
Kalimantan, untuk diselundupkan ke luar Indonesia. Terutama staf 
lapangan Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival) yang 
bertugas memadamkan api dan menyelamatkan satwa di kawasan 
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hutan gambut Mawas, Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan 
Tengah menemukan sejumlah orangutan dan satwa liar lainnya 
yang berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari hutan. 
Beberapa diantaranya terkulai lemas karena asap dan beberapa 
diantaranya langsung ditranslokasikan ke hutan terdekat yang 
masih aman. Tapi jika orang yang tidak bertanggung jawab 
menemukan orangutan dan memang berniat untuk memburu 
satwa-satwa liar ini, maka dengan sangat mudah satwa-satwa 
tersebut ditangkap. Musim kebakaran hutan juga membuat banyak 
orangutan liar keluar dari hutan dalam kondisi yang lemah. 
Biasanya hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang 
sengaja menunggu kesempatan ini untuk mendapatkan orangutan. 
Jika ada orangutan yang ditangkap oleh para pemburu ini berarti 
ada orangutan yang telah dibunuh. Orangutan sangat digemari oleh 
orang-orang yang tidak mengerti bahwa orangutan kini diambang 
kepunahan dan sangat penting perannya dalam kelestarian hutan 
itu sendiri. Karena itu, aparat terkait diharapkan bisa memperketat 
pengawasan terutama di area-area pelabuhan kecil yang selama ini 
jauh dari pantauan. Pelabuhan-pelabuhan kecil atau alur-alur 
sungai kecil memang sulit dari pengawasan aparat terkait.40 
c. Akibat adanya sawitisasi 
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 Selain masalah kebakaran hutan dan penyelundupan, 
ancaman besar lainnya yang kini dihadapi orangutan dan satwa 
langka lainnya adalah masalah sawitisasi yang kini makin marak di 
bumi Kalimantan. Banyak perkebunan kelapa sawit ditanam pada 
lahan yang tidak sesuai. Bukan hanya tidak sesuai untuk produksi 
kelapa sawit yang tinggi, bahkan mendekati atau ditanam di hutan 
primer yang statusnya berubah menjadi hutan konversi. Di 
Kalimantan, itu bisa dipastikan mendekati habitat hidup dan 
kehidupan orangutan dan satwa langka lainnya. Dari data Lembaga 
Riset Perkebunan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia pada 
periode 2005-2020 harus melakukan perluasan perkebunan sawit 
sekitar 120.000-140.000 ha/tahun. Artinya dalam 15 tahun sudah 
harus ada perkebunan kelapa sawit baru seluas 1,8 s/d 2,1 juta ha. 
Apalagi Indonesia memang menargetkan untuk menjadi 
pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Sebenarnya kelapa 
sawit yang ditanam dilahan kritis yang kosong banyak membawa 
manfaat namun sebagian kelapa sawit direncanakan dan 
dilaksanakan di lahan dengan hutan yang kondisinya masih bagus, 
termasuk hutan gambut yang dalam yang berdasarkan Keppres 
harus digunakan untuk tujuan konservasi. Data penelitian dan 
analisa yang dibiayai oleh WWF Indonesia, menyebutkan untuk di 
Kalimantan saja perkebunan kelapa sawit memang banyak terdapat 
di areal yang tidak sesuai misalnya seperti di dataran tinggi, 
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perbukitan kabur, dan dataran rendah hutan gambut atau di areal 
hutan yang memiliki nilai konservasi yang tinggi, padahal sawit 
hanya bisa tumbuh optimal didataran yang cukup. Dalam beberapa 
kasus terjadi peruntukan lahan sawit yang disalahgunakan, 
misalnya di Kalimantan Timur telah ditemukan adanya 2,5 juta ha 
perkebunan kelapa sawit fiktif yang hanya dimanfaatkan untuk 
diambil kayunya dari hutan tersebut dengan melakukan land 
clearing. Sementara ekosistem dan segala isi makhluk hidup 
didalam hutan tersebut sudah terlanjur rusak dan nyaris musnah. 
Lokasinya terkadang sangat berdekatan dengan habitat orangutan 
liar. Bahkan beberapa diantaranya sudah merusak hutan tempat 
hidup dan kehidupan orangutan dan satwa lainnya. Kadang kondisi 
orangutan yang ditemukan terjebak di perkebunan kelapa sawit 
sudah sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan, diburu, 
dan beberapa diantaranya terbunuh karena dianggap hama, karena 
merusak kebun sawit. Permasalahan orangutan dan kelapa sawit 
ini sendiri juga telah diupayakan jalan keluarnya dalam forum 
RSPO (Roundtable on Suistnable Palm Oil). BOS (Borneo 
Orangutan Survival) sendiri mengupayakan adanya sebuah dialog 
antara pihak terkait, sekaligus menyampaikan berbagai alternatif 
solusi bersama sehingga tercapai harmoni antara orangutan dan 
perkebunan kelapa sawit.41 
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Selain berbagai faktor yang telah disebutkan diatas, pada bidang 
ruang kerja negara seharusnya membentuk suatu badan pengawasan dan 
informasi intelejen, namun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. 
Segala keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya insentif, pelatihan, dan 
perlengkapan yang diterima oleh para penegak hukum. Para penegak 
hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan 
dengan para pembalak dan pemburu liar yang terorganisir dan 
dipersenjatai dengan baik. Penegak hukum tersebut bertugas menjaga 
jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan satwa liar seperti 
orangutan.42 
 Menurut Direktur Profauna Indonesia, Rosek Nursahid, kendati 
orangutan termasuk hewan langka yang dilindungi Undang-undang, 
perdagangan hewan tersebut masih tetap marak. Rosek mengatakan 
maraknya perdagangan orangutan, bahkan berbagai jenis hewan yang 
dilindungi lainnya, itu akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat dan 
lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Jika hukum (UU) benar-benar 
ditegakkan, dipastikan masyarakat tidak akan berani melanggarnya. 
Satwa langka tersebut dilindungi dalam UU yang dituangkan dalam UU 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya. Pelaku perdagangan orangutan bisa dikenai sanksi 
hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100 juta. Lebih 
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lanjut Rosek mengatakan, rusaknya habitat dan perdagangan orangutan 
menjadi faktor utama menurunnya populasi orangutan di alam, disamping 
semakin maraknya alih fungsi hutan serta perburuan oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, pihaknya juga berharap bisa mendorong pemerintah 
untuk lebih serius memperhatikan pelestarian orangutan, termasuk habitat 
orangutan yang semakin tergusur dan terancam punah dari muka bumi. 
Sebab, habitat orangutan yang merupakan satu-satunya kera besar yang 
hidup di Asia hanya tersisa di Pulau Sumatera dan Kalimantan, 
sedangkan tiga kerabatnya, yakni simpanse, gorila dan bonobo hidup di 
Afrika. Rosek mengatakan, jika puluhan tahun lalu kita masih bisa 
menemukan orangutan di kawasan Asia lainnya, sekarang hanya bisa 
ditemukan di Sumatera dan Kalimantan dan jumlahnya sangat sedikit.43 
 Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990, perdagangan 
orangutan adalah perbuatan kriminal dan pelakunya dapat dihukum 
penjara maksimum 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Seharusnyaa 
pelaku dihukum seberat-beratnya, mengingat menurut hukum di Indonesia 
pelaku dapat dihukum penjara 5 tahun, tetapi vonis yang dijatuhkan tidak 
sesuai dengan hukum yang telah ada. Vonis ringan yang dijatuhkan ke 
penyelundup satwa semakin menunjukkan betapa lemahnya penegakan 
hukum perlindungan satwa di Indonesia. Jika pedagang dan penyelundup 
satwa hanya diberikan hukuman yang ringan, maka penangkapan satwa 
liar di alam akan terus berlangsung untuk diperdagangkan. Pemerintah 
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masih harus bekerja keras untuk mendorong proses penegakan hukum 
ini, dan perang melawan perdagangan primata masih berlangsung.44 
 Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang 
disebut dengan nama Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan 
Indonesia 2007-2011. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi 
sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di 
Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi in-situ 
dan konservasi ex-situ. Mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara 
insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan keterbatasan ini 
mencakup alat-alat untuk pengawasan dan kemampuan lapangan dari 
para aparat penegak hukum dari perdagangan satwa yang dilindungi.  
 Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya 
bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan 
pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat 
ini dan di masa yang akan datang negara bertanggung jawab untuk 
memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta 
penyitaan terhadap spesies yang diperdagangakan ataupun produk-
produknya, oleh karena itu negara harus membentuk tata cara dan 
formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan 
                                                             
    
44
 Pdf.Bab III: Penerapan CITES Dalam Masalah Penyelundupan Orangutan Indonesia 
ke Thailand Sebagai Studi Kasus Upaya Pemerintah Indonesia Menerapkan Peraturan 
CITES,  
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0C
DgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.library.upnvj.ac.id%2Fpdf%2Fs1hi09%2F20261302
4%2Fbab3.pdf&ei=mZHpUpuhFuvMsQTGgYLIDQ&usg=AFQjCNE71NCojZahUH6DrNK
WXeag70LFCA&bvm=bv.60157871,d.cWc, [20 februari 2014, 1.23 wita] 
58 
 
perdagangan baik ekspor maupun impor tehadap suatu spesies tertentu. 
Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai 
spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses 
formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara 
tersebut. Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen 
yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana tanggung jawab 
tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat 
diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah 
penanganan spesimen tersebut. Setiap negara harus mengetahui 
perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail.45 
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B. Efektifitas CITES dalam melindungi satwa langka dari 
perdagangan bebas dan peran CITES dalam menjerat pelaku 
pelanggaran perdagangan bebas satwa langka di tingkat 
internasional 
 Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki 
keanekaragaman hayati tertingi di dunia, termasuk tingkat endemisme 
yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan 
keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting 
dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi 
salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini 
tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat 
memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan 
pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar 
habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul 
memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang 
dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. 
 Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa 
secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES 
(Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and 
Fauna) melalui Keppres No. 43 tahun 1978.46 Konvensi ini mempunyai 
suatu sekretariat yang ditunjuk berdasarkan mandat yang diberikan oleh 
Konferensi Negara Anggota kepala Direktur Eksekutif UNEP, yang 
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dilaksanakan setiap dua setengah tahun. Sekretariat CITES memiliki 
fungsi kesekretariatan, mengadakan koordinasi terhadap pengkajian 
teknis dan ilmiah, mengkaji penerapan konvensi serta keputusan-
keputusan sidang Negara-negara anggota, mengkoordinir pelaporan dari 
Negara-negara anggota, menerbitkan laporan periodik dan lain-lain, yang 
didistribusikan dalam tiga bahasa yaitu Inggris, Perancis, dan Spanyol. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dalam struktur 
PBB adalah jabatan yang setingkat dengan Duta Besar. Secara 
organisatoris CITES berdiri sendiri dan tidak berada di bawah UNEP dan 
kewenangan tertinggi dalam CITES berada pada Conference of Parties 
(CoP), dalam Conference of Parties (CoP) dibahas berbagai masalah 
sehubungan dengan pelaksanaan konversi, meliputi: laporan, rencana 
keuangan, laporan komite-komite, teknisi, masalah-masalah khusus 
perdagangan satwa dan flora antar negara, pengendalian perdagangan 
jenis-jenis yang dibatasi kuota, hasil pantauan penerbitan perjanjian tata 
cara pengangkutan spesimen hidup dan penetapan tuan rumah bagi 
konversi yang akan datang. Hasil dari Conference of Parties (CoP) 
kemudian di rumuskan dalam bentuk resolusi. Tiap resolusi tentang 
masing-masing pokok permasalahan disahkan melalui prosedur 
pemungutan suara dan akan disetujui bila jumlah suara yang diperoleh 
minimal 2/3 dari anggota yang hadir. 
 Organ lain dalam sekretariat CITES adalah komisi-komisi tetap 
didalam CITES untuk menunjang tugas Conference of Parties (CoP) dan 
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melangsungkan pekerjaan Conference of Parties (CoP) antara sidang 
Conference of Parties (CoP). Berdasarkan resolusi II tahun 2000, ada 5 
komisi tetap didalam CITES, yaitu:47 
1. Standing Committee, yang bertugas membimbing kurang lebih 
menasihati sekretariat dalam pelaksanaan konvensi juga bertindak 
sebagai bina dalam Conference of Parties (CoP). Komisi ini 
beranggotakan wakil negara yang dipilih dari masing-masing 
wilayah. Saat ini terdapat 6 wilayah yaitu Afrika, Asia, Amerika 
Tengah dan Selatan, Amerika Utara, Eropa, dan Econia. Jumlah 
wakil setiap wilayah didasarkan komposisi tertentu. 
2. Animals Committee, yang bertugas membantu negara anggota 
dalam identifikasi dan standarisasi nama jenis satwa liar, terutama 
yang termasuk kategori langka, mengkaji informasi tentang 
populasi dan perdagangan jenis satwa liar, memberi saran kepada 
negara anggota tentang pengelolaan satwa liar yang termasuk 
dalam appendiks. Keanggotaan komisi ini adalah perorangan yang 
ditunjuk masing-masing wilayah. 
3. Plant Committee, secara umum bertugas dalam bidang yang sama 
seperti Animals Committee tetapi dibidang flora langka. 
4. Identification Manual Committee, bertugas terutama untuk 
menangani masalah identifikasi jenis-jenis flora dan fauna langka, 
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karena sebagian besar dari tugas pengawasan dan monitoring 
perdagangan yang diliput CITES adalah masalah pengenalan 
spesimen. Anggota komisi ini adalah ahli yang bekerja berdasarkan 
kontrak/sukarela.  
5. Nomenclature Committee, bertugas memberi saran tentang 
referensi dan standarisasi penanaman jenis-jenis flora dan fauna 
langka. Keanggotaan komisi ini atas dasar sukarela dan keahlian. 
Selain itu di dalam CITES yang terdapat berbagai kelompok kerja yang 
ditunjuk atau dibentuk oleh Conference of Parties (CoP) dan bersifat 
temporer seperti Panel of Experts on African Elephants, Working Group on 
Timber Species, dan lain-lain. Untuk lebih jelas mengenai struktur 
keorganisasian konvensi ini terdapat bagan organisasi konvensi: 
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Bagan I : Struktur Organisasi CITES48 
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 Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang 
cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan 
secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang 
berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki 
peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol 
pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas 
perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah 
memperoleh ancaman „total trade ban‟ dari sekretariat CITES karena 
dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang 
dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, 
ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) 
tentang CITES serta manfaatnya masih belum sempurna sehingga 
seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif 
untuk mendukung implementasi CITES.  
 Namun harus di akui bahwa implementasi CITES di Indonesia 
memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal 
peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak LSM telah 
memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah (Scientific 
Authority) maupun Otoritas Pengelola (Management Authority) untuk 
berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan 
fungsi yang dimiliki. Dalam dua pelaksanaan CoP CITES terakhir, pihak 
pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh 
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pemangku pihak, untuk memperoleh masukan yang memadai untuk 
dijadikan dasar bagi penentukan posisi pemerintah Indonesia. Harus 
diakui bahwa terdapat peluang yang besar untuk dapat 
mengimplementasikan CITES di Indonesia secara optimal, misalnya 
semakin banyaknya pihak yang peduli dan turut serta dalam pelaksanaan 
CITES, tetapi beberapa masalah masih harus segera dapat diselesaikan, 
sehingga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan secara 
berkelanjutan melalui mekanisme CITES. 
 Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah aturan-
aturan tertulisnya telah diimplementasikan secara efektif atau tidak, 
menurut Juan Carlos Vaquue, CITES tersebut harus melakukan tiga tahap 
yaitu:49 
1 Implementasi (implementation)  
 Suatu negara mengimplementasikan kewajiban-kewajiban 
CITES melalaui tiga Fase yang berbeda. pertama; dengan 
mengadopsi tindakan-tindakan implementasi nasional termasuk 
tindakan-tindakan legislatif dan ekonomi, system informasi, rencana 
manajemen, dan unit pelaksana hukumnya, kedua; memastikan 
tindakan-tindakan nasional telah terpenuhi sesuai dengan yang ada 
di dalam wilayah yuridiksi dan kendali, ketiga; memenuhi 
kewajiban-kewajiban sekretariat CITES seperti, melaporkan volume 
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 Pdf: Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar 
Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES, hlm.798, 
https://www.google.com/#q=efektifitas+CITES+di+Indonesia, [24 Februari 2014,1.17 wita]  
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perdagangan dan tindakan-tindakan (measure) yang dapat 
berpengaruh terhadap kewajiban internasionalnya.  
2 Pemenuhan Kewajiban (compliance)  
 Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional 
berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Negara anggota untuk 
memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi, 
dan pada tingkat nasional mengacu kelangkah-langkah yang 
diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen-
agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang 
domestiknya. 
3 Pelaksanaan hukum (enforcement)  
 Dalam konteks CITES, pelaksanaan hukum adalah tindakan-
tindakan yang diambil oleh Negara anggota untuk menghentikan 
atau menghambat perdagangan legal ini termasuk inspeksi untuk 
menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan 
mendeteksi legal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan 
menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan konvensi atau 
aturan nasional. 
 Adapun beberapa kendala pelaksanaan CITES di Indonesia dan 
beberapa upaya jalan keluar yang dapat dilakukan adalah: 
1 Pemahaman mengenai CITES masih kurang  
 Walaupun CITES telah diratifikasi lebih dari dua puluh lima 
tahun, tetapi pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES 
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dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara 
berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak 
(stake holders). Pemahaman yang tidak sempurna, tentang tugas 
masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah 
pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. 
Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara 
unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES.  
Perbedaan pendapat antara pemangku pihak sering terjadi tidak 
hanya didasari atas kurangnya pemahaman tentang CITES, tetapi 
juga didorong oleh keinginan untuk mengedepankan kepentingan 
lembaga masing-masing dan kadang-kadang mengabaikan 
kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu pemanfaatan secara 
optimal tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Hal ini 
harusnya dapat dieliminasi melalui komunikasi yang intensif dan 
memadai yang didasari dengan saling menghargai tugas dan fungsi 
masing-masing pemangku pihak. Untuk mengatasi masalah ini 
perlu dibuat semacam forum atau kelompok kerja yang melibatkan 
seluruh pemangku pihak yang terkait dengan pelaksanaan CITES. 
Kelompok kerja ini selain untuk meingkatkan pemahaman seluruh 
pemangku pihak tentang CITES juga untuk meningkatkan 
koordinasi diantara seluruh pemangku pihak untuk menunjang 
pelaksanaan CITES di Indonesia. Forum ini juga berfungsi untuk 
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meningkatkan pengetahuan pemangku pihak mengenai 
perkembangan isu tentang implementasi CITES. 
2 Data ilmiah kurang untuk mendukung kuota  
 Penentuan kuota yang dilakukan selama ini tidak seluruhnya 
didasari atas dukungan data ilmiah yang memadai tentang jenis 
tumbuhan dan satwa yang ingin diperdagangkan. Salah satu 
penyebabnya adalah terlalu banyaknya jenis tumbuhan dan satwa 
liar yang ingin diperdagangkan, sementara otorita ilmiah memiliki 
banyak keterbatasan untuk menyediakan data bagi jenis dan 
tumbuhan yang diperdagangkan. Mekanisme yang digunakanpun 
bertolak belakang dengan mekanisme yang ada, karena usulan 
kuota diberikan oleh otoritas pengelola kepada otoritas ilmiah untuk 
didiskusikan dengan pihak pemangku lainnya dan seringkali usulan 
kuota tersebut tidak disertai dengan data ilmiah yang memadai. 
Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi 
tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung 
jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM, tetapi sebaiknya 
tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI 
sehingga datanya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 
untuk mendukung penentuan kuota. Pihak pengusaha tumbuhan 
dan satwa juga harus memberikan dukungan finansial untuk 
mendukung pelaksanaan penelitian, terutama terhadap jenis 
tumbuhan dan satwa yang signifikan secara ekonomi. Tetapi, 
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dukungan ini tidak mengikat, misalnya untuk menaikkan kuota 
tangkap, karena kenaikan kuota sangat tergantung dari hasil survey 
populasi di alam. Untuk mengatasi masalah kurangnya data dapat 
dilakukan dengan cara mengurangi jenis tumbuhan dan satwa liar 
yang diperdagangkan. Artinya, hanya jenis-jenis tumbuhan dan 
satwa liar yang memiliki cukup data yang memadai yang 
diperdagangkan, terutama data populasi di alam. Disamping itu, 
dapat juga dilakukan kerjasama seluruh pemangku pihak untuk 
sama-sama mencari data populasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa 
liar yang siginifikan secara ekonomi (penentuan jenisnya dibantu 
oleh pihak pengusaha tumbuhan dan satwa) dan melakukan 
penelitian bersama-sama (bisa dilakukan di lokasi kerja masing-
masing) dengan mengacu kepada metoda penelitian yang 
dikeluarkanoleh LIPI. 
3 Penegakan hukum belum optimal 
 Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal 
tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih 
terjadi pelanggaran perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan 
modus yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah 
belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk 
mengatasi perdagangan ilegal untuk jenis-jenis tumbuhan dan 
satwa liar yang belum dilindungi. Disamping itu, berbagai jenis 
satwa yang masuk ke dalam appendix I, termasuk yang masuk ke 
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Indonesia masih mudah dijumpai diperdagangkan secara bebas 
dan terbuka. Penyebab lain sulitnya menghentikan perdagangan 
ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan satwa yang 
masuk ke appendiks CITES, karena para petugas yang terkait 
memiliki keterbatasan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis 
tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, termasuk status 
perlindungannya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang belum 
mengetahui peraturan perlindungan tumbuhan dan satwa, terutama 
yang masuk ke dalam appendiks I CITES, yaitu jenis-jenis 
tumbuhan dan satwa yang sangat dilarang untuk diperdagangkan 
karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis 
tersebut. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang masuk 
appendix I hanya untuk kepentingan khusus, misalnya penelitian 
dengan aturan yang ketat untuk penangkaran. Untuk mengatasi 
masalah tersebut di atas, perlu diproduksi buku-buku panduan 
sederhana yang praktis, dengan gambar yang jelas tentang jenis-
jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk appendiks CITES, 
beserta peraturan perlindungannya yang lain. Panduan seperti ini 
tidak hanya berguna bagi petugas dalam melakukan pegawasan, 
tetapi juga merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat 
tentang berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk peraturan 
perundang-undangannya. Hal yang paling penting selanjutnya 
adalah menerapkan hukum secara tegas tanpa memandang status 
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bagi para pihak yang memperdagangkan jenis tumbuhan dan 
satwa yang termasuk dalam appendiks I CITES atau jenis 
tumbuhan dan satwa dilindungi lainnya. 
4 Komitmen yang masih lemah 
 Komitmen pengusaha tumbuhan dan satwa liar untuk 
mendukung program konservasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa 
liar yang diperdagangkan masih rendah. Ada kecenderungan 
bahwa para pengusaha tumbuhan dan satwa hanya 
menomorsatukan kepentingan ekonomi dari tumbuhan dan satwa 
yang diperdagangkan, tetapi belum terlalu peduli terhadap aspek 
kelestariannya untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. 
Padahal, dalam kenyataannya berbagai jenis tumbuhan dan satwa 
terus berada dalam ancaman, tidak hanya di eksploitasi untuk 
diperdagangkan, tetapi oleh penyusutan habitat oleh berbagai 
sebab misalnya penebangan liar, konversi hutan alam untuk 
perkebunan, perambahan dan sebagainya. Apabila suatu jenis 
tumbuhan dan satwa semakin sulit untuk diperdagangkan, maka 
kecenderungan yang dipilih oleh para pengusaha tumbuhan dan 
satwa adalah mengalihkan ke jenis tumbuhan dan satwa yang lain. 
Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah yang 
berkeinginan untuk meningkatkan upaya penangkaran sebagai 
alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam. 
Mekanisme di dalam asosiasi pengusaha tumbuhan dan satwa juga 
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belum secara optimal untuk mengikat anggotanya untuk tidak 
melakukan tindakan perdagangan ilegal, yang sebenarnya juga 
menjadi kepedulian bagi para pengusaha tumbuhan dan satwa 
karena dapat mengancam perdagangannya yang legal. Komitmen 
yang lemah juga ditunjukkan oleh pihak LSM, terutama dalam hal 
mengambil peran untuk mencari data ilmiah berbagai jenis 
tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, juga dalam hal 
peningkatan kemampuan petugas khususnya dalam melakukan 
identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan 
dengan menerbitkan buku-buku panduan. Peningkatan 
kemampuan petugas juga dapat dilakukan dengan cara 
mendukung pelatihan CITES yang dilakukan secara berkala oleh 
pihak otoritas pengelola. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, 
pihak pengusaha tumbuhan dan satwa liar serta LSM bersama-
sama dengan otoritas ilmiah dan otoritas pengelola dapat 
meningkatkan kerjasama sesuai kapasitas masing-masing yang 
dilandasi pemahaman bersama untuk mendukung implementasi 
CITES di Indonesia guna memperoleh pemanfaatan tumbuhan dan 
satwa liar secara berkelanjutan. Hal ini dapat juga dilakukan melalui 
forum seperti yang telah diusulkan di atas.50 
5 Kurangnya kesadaran dan faktor ekonomi masyarakat  
                                                             
     
50
 WWF: Pelaksanaan CITES di Indonesia, http://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-
CITES-di-Indonesia, [23 Februari 2014,12:56 wita] 
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 Jika tim pembasmi Hama yang dibentuk oleh suatu 
perusahaan tidak dapat dengan segera membasmi orang utan, 
maka mereka meminta bantuan kepada masyarakat sekitar yang 
jika mendapatkan 1 ekor orang utan dengan cara apapun akan 
diberikan upah sebesar Rp 500.000. Kemudian laporan 
pembunuhan tersebut diakui oleh Tim Pembasmi sehingga Tim 
Pembasmi mendapatkan upah dalam menangkap orang utan 
sebesar Rp. 1.000.000/perekor, dengan syarat tim pemburu 
mempunyai anjing pemburu dan untuk biaya perawatan anjing 
diberikan Rp. 30.000 perhari. Tidak menjadi masalah apakah orang 
utan yang ditangkap dalam keadaan mati atau hidup tetap akan 
diberikan bayaran dengan syarat menyerahkan foto orang utan 
yang telah dibunuh. Berhubung rata-rata mata pencaharian 
masyarakat disekitar tambang adalah berkebun, budidaya ikan, 
jasa ferry penyeberangan, dengan upah cukup besar sebanyak Rp. 
500.000 untuk membunuh orang utan, masyarakat tidak berfikir 
panjang, karena hanya dengan peluang seperti itu mereka bisa 
menafkahi keluarga mereka. Melihat keadaan masyarakat seperti 
itu, tim pembasmi memanfaatkan keadaan tersebut. Fasilitas untuk 
memburu orang utan telah dipersiapkan oleh tim pembasmi dengan 
alat-alat yang menakutkan bagi satwa yang dilindungi, yaitu : 
senapan angin, kayu, parang dan anjing-anjing pemburu. 
Kesadaran masyarakat kurang jika melihat faktor ekonomi 
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masyarakat yang lemah, secara langsung menimbulkan kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan 
mapun perlindungan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang 
yang berlaku.Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat 
mengenai satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang yang 
dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan (Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam/PHKA) atau Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) yang menangani satwa yang dilindungi berupa 
orang utan. 
 Dalam konvensi CITES, tidak ada pasal dan aturan yang khusus 
mengatur mengenai hukuman bagi pelaku, namun sebagai hukuman 
kepada para pihak dapat dikaitkan dengan ketidaktaatan para pihak dalam 
mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi ini. Jika terdapat pihak yang 
melakukan pelanggaran maka hanya akan diberikan saran maupun 
peringatan kepada pihak terkait atau dapat juga berupa pencabutan dana 
yang diberikan, pencabutan bantuan teknis, dan penarikan denda sesuai 
kesepakatan.51  
 Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa CITES kurang efektif 
dalam menjerat pelaku perdagangan bebas satwa langka karena 
pengaturan CITES masih kurang tegas dan juga pemberian hukuman bagi 
pelaku tidak sesuai dengan kerugian besar yang mereka timbulkan, 
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 Pdf. Bab II Sejarah dan Perkembangan Rezim CITES, 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0C
CUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.upnvj.ac.id%2Fpdf%2Fs1hi09%2F2026130
24%2Fbab2.pdf&ei=NSMMU7WJIsymrQe34YHwDw&usg=AFQjCNFhtlU_u78t5z_JOM5
WhBOTDB46Ug&bvm=bv.61725948,d.bmk, hlm. 19, [25 Februari 2014,14.08 wita] 
75 
 
sehingga pelaku tidak akan merasa takut dan jera melakukan pelanggaran 
tersebut berulang kali. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun 
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 
1. Habitat orangutan di Indonesia sudah sangat berkurang 
dikarenakan masih maraknya perdagangan orangutan di dalam 
negeri maupun perdagangan orangutan ke luar negeri. Hal ini 
terjadi karena masih lemahnya hukum di Indonesia yang mengatur 
mengenai perlindungan satwa langka dan kurangnya kesadaran 
masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. 
2. Penerapan CITES di Indonesia masih berjalan kurang efektif 
dikarenakan pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake 
holders) tentang CITES serta manfaatnya masih belum sempurna 
sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja 
tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES. Namun 
harus di akui bahwa implementasi CITES di Indonesia 
memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal 
peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. 
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5.2 Saran 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Aturan hukum mengenai perlindungan satwa langka hendaknya 
perlu dimaksimalkan. Para pelaku perdagangan satwa langka 
seharusnya diberikan hukuman yang sesuai dan perlunya sikap 
tegas dari pemerintah terhadap pelaku perdagangan satwa agar 
memberikan efek jera bagi pelakunya 
2. Pemahaman mengenai CITES dan pemanfaatannya hendaknya 
perlu dimaksimalkan, agar masyarakat lebih memahami pengaturan 
CITES dalam perlindungan satwa langka dan agar dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap 
lingkungan. 
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